KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF
POLITIK UMAT ISLAM

Oleh: Syarif Zubaidah

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan gejala sosial yang bertanggung jawab sebagai
interaksi antar manusia di dalam kelompoknya, baik berupa kelompok besar yang
melibatkan jumlah orang yang banyak, maupun kelompok kecil dengan jumlah orang
yang sedikit di dalamnya. Kepemimpinan sebagai suatu akfivitas memimpin yang
berisi kegiatan menuntun, membimbing, memandu, menunjukkan jalan, mengepalai
dan melatih agar orang-orang yang dipimpin dapat mengerjakannya sendiri.

Secara empiris, ‘kepemipinan merupakan proses yang berisi rangkaian
kegiatan yang saling pengaruh-mempengaruhi terhadap orang lain agar bersedia
melakukan sesuatu yang diinginkan pemimpin sesuai dengan tujuannya. Dalam
pengertian seperfi ini, dapat dibedakan antara seorang yang ditunjuk dan diangkat
secara formal dan non formal. Orang yang menjalankan fungsi kepemimpinan karena
ditunujuk dan diangkat oleh suatu kekuatan / kekuasaan yang berwenang untuk itu,
disebut pemimpin formal. Pengangkatan biasanya dilakukan dengan menerbitkan
surat keputusan yang berisi pemberian wewenang kepadanya untuk memimpin
sejumlah orang di lingkungan tertentu. Untuk itu orang yang bersangkutan diberi suatu
posisifjabatan kepemimpinan seperti Kepala, Ketua, Direktur, Rektor dan sebagainya.
Sedangkan pemimpin yang tidak diangkat oleh suatu kekuatan/ kekuasaan tertentu,
tetapi diakui, diterima dan dipafuhi kepemimpinannya di kalangan umat Islam seperti
Ulama, maka hal itu disebut pemimpin non formal.!

Sejarah telah mencatat bahwa diantara persoalan-persoalan yang
diperselisinkan di hari-hari pertama sesudah wafatnya Rasulullah SAW adalah
persoalan kekuasaan politk yang juga disebut dengan istilah imamah meskipun
masalah tersebut berhasil diselesaikan dengan diangkatnya sahabat Abu Bakar As-
Siddiq sebagai khalifah yang kedua setelah Nabi Muhammad SAW, tetapi dalam

' Hadari Nawawi, Kepemimpinan menurut Islam, (Yogyakarta: Gad_]ah Mada, University

‘ Press c1t I 1993), Hlm 28-30
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dekade selanjutnya masalah serupa muncul kembali di kalangan umat Islam. Kalau
yang pertama antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, maka yang terakhir adalah
perselisihan antara Khalifah Ali Ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah |bn Abi Sufyan dan
berakhir dengan tferbunuhnya Khalifah Ali dan bertahtanya Mu'awiyah sebagai
Khalifah kerajaan Bani Umayyah.2

Hubungan agama dan politik selalu menjadi topik pembicaraan menarik, baik
oleh golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang
berpandangan sekuler. Bagi umat Islam, muncuinya fopik pembicaraan tersebut
berpangkal dari permasalahan ; Apakah kerasulan Nabi Muhammad SAW mempunyai <
kaitan dengan masalah politik atau apakah Islam itu merupakan agama yang terkait
erat dengan urusan politk, kenegaraan dan pemerintah? Apakah sistem
kepemerintahan dan kepemimpinannya terdapat di dalam Islam?

Pengertian Pimpinan dan Hukum Mentaatinya

Dalam bazhasa Inggris, pemimpin disebut Leader, kegiatannya disebut
Leadership atau kepemimpinan. Kata Leader, identik dengan kata khalifah yang
berarti pengganti atau wakil. Istilah khalifah dipakal pada masa setelah Rasulullah
wafat, yaitu pada masa sahabat. Jika dipahami dari makna ketiga isfilah maka
masing-masing isfilah tersebut menyentuh juga nama amir yang jamaknya umara
yang berarti penguasa yang cenderung betkonotasi sebagai pemimpin formal.?

Secara spiritual, kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan untuk
melaksanakan perintah dan meningglkan larangan Allah SWT yang telah
diperintahkannya melalui Rasul-Nya. Jadi kepemimpinan dalam arti spiritual tiada lain
daripada ketaatan atau kemampuan untuk mentaati perintah dan larangan Allah SWT
dan Rasul-Nya. Dengan kalimat yang lebih tegas berarti pemimpin yang
sesungguhnya bagi umat Islam hanyalah Allah SWT dan Rasul-Nya. Manusia dapat
menjadi pemimpin dan diakui kepemimpinannya oleh Allah SWT, jika pemimpin itu
termasuk dari golongan orang-orang yang beriman.* Hal seperti ini sesuai dengan
firman Allah SWT :

Abd. Muin Salim, Figh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Ai-Quran, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, cit., 1, 1994), HIm. 1

Hadani Nawawi, op, cit., Hlm. 16-17

¢ ibid, Hlm. 18-19
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Artinya : Sesungguhnya pemimpin-pemimpin kamu hanyalah Allah SWT, Rasul-Nya
dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salaf dan menunaikan zakat seraya
mereka funduk kepada Allah SWT, dan barang siapa mengambil (memili) Allah,
Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi pemimpinnya, maka
sesungguhnya pengikut golongan Allah SWT itulah yang menjadi pemenang.®

Atas dasar ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud pimpinan di
dalam Islam hanyalah jika pemimpin itu diambil dari golongan orang-orang yang
beriman. Sedangkan pimpinan yang diambil dan diangkat tidak dari orang-orang
beriman, tidak dapat diakui sebagai pimpinan, sebab di dalam Islam yang disebut
pimpinan adalah orang yang harus ditaati perintahnya oleh orang-orang yang taat
kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena itu seorang pimpinan harus diambil dan
diangkat dari orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal seperti ini
sesuai dengan firman Allah SWT :
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman taalilah Allah dan faatilah Rasul-Nya, dan Ulii-
amri dianfara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuafu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an} dan Rasul (As-sunnah), jika kamu benar-
benat beriman kepada Allah dan han kemudian. Yang demikian itu lebih utama
bagimu dan lebih baik akibatnya.5

Di dalam ayat tersebut di afas terdapat kata (- ) yang berarti orang-orang

ahli agama (ulama) dan dapat pula berarfi umara yang berarti penguasa di bidang
kepemerintahan (pimpinan formal) yang diangkat dari golonganmu, yang bérarti
antara yang memimpin dan yang dipimpin ini harus sama-sama dalam satu agama.

> Q.S.Al-Maidah (5) : 55-56
° QS.An-Nisa(4): 59

S SRR i Ta AU Gl S  ale Wb A B Fa B AR i SR Al F 0 sB A NPT Tt UV B S A Y e A SIS i 20, S

Jurnal Hukum Islam Al Mawarid Edisi VIII 3



Mengingat pimpinan yang tidak seagama, tidak diperbolehkan, sebab jika demikian,
akan terjadi mentaati pimpinan yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyai :
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Artinya :. Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi
pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mu'min. barang siapa berbuat demikian,
niscaya lepasiah ia dari pertolongan Allah SWT, kecuali karena memiihara diri (siasat)
dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri
(siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allahlah tempat kembalimu.”

Atas dasar ayat-ayat tersebut di atas, jelas bahwa pimpinan bagi umat Islam
harus diambil dari orang-orang beriman yang taat kepada Alla SWT dan Rasul-Nya,
sehingga fidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya fidak diperbolehkan sebagai mana
disebutkan di dalam tafsir surat An-Nisa ayat 59 berbunyi :
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Artinya : Taatlah kamu kepada Allah artinya ikutlah Al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya,
artinya ambilah sunnah-Nya dan taatifah Ulil-amfi minkum, artinya para Ulama afau
umara yang selagi perintah yang itu masih dalam lingkaran kefaatan kepada Allah.
Sebab tidak boleh taat kepada orang (pimpinan) dalam masalah kemaksiatan karena
itu ketaatan kepada pimpinan hanya dibatasi dalam segala perbuafan yang
mengandung nilai-nilai kebajikan.

Di dalam Istam, ketentuan kepada mengangkat pimpinan yang diambif dari
orang-orang yang beriman merupakan keharusan yang diadasarkan pada dafil-dali
yang bersifat qati. Karena itu, mentaatinyapun wajib hukumnya, baik perintah itu
berkenaan dengan soal-soal yang menyenangkan maupun berkenaan dengan soal-

7 Q.S.Ali-Nisa (3): 28
8  Muhammad Ali As-Sobuni, MukktasarTafsir Ibni Kasir, (Bairut : Dar al-Fikri, th), Jilid 1,
Him. 407408
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soal tidak menyenangkan, selama perintah itu tidak berkenaan dengan hal-hal yang
mengandung kemaksiatan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sebagai berikut :
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Artinya : Ketaatan seorang muslim itu mefiputi hal-hal yang menyenangkan dan hal-
hal yang tidak menyenangkan selagi perinfah itu tidak berkenaan dengan perbuatan
maksiat.?

Atas dasar hadis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa mentaati perintah
pimpinan merupakan suatu keharusan, sekalipun perintah itu keluar dari seorang
pemimpin berasal dari budak habsyi yang hitam legam nampak kepalanya seperti
manggar (papah) kurma, seperti disebutkan di dalam hadis :
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Artinya : Dengarlah dan taaflah kamu semuanya, sekalipun yang memimpin kamu itu
seorang budak habsyi, seakan-akan nampak kepalanya seperti manggar kurma.

Di dalam hadis lain disebutkan :
IS Oy ey ol O il o sl JB wis ) o) 500 o)
Sty <Y gl Ll
Artinya : Kafa Abu Hurairah, felah menasehati kepadaku teman dekatku agar aku taat

kepada pimpinan, sekalipun pimpinan ifu diangkat dari budak habsyi yang ferpofong
anggota badannya.!’

Pengertian Politik

Kata politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkén sifat pribadi
atau perbuatan. Secara Igksikal, kata poliik berarti acting or judging wesely, well

? H.R. Abu Daud dari Abdullah Ibn Umar Ra.
1 H.R.Al-Buhrar dari Anas Ibn Malik. Ra
' HR. Muslim dari Abi Hurairah Ra.
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judged, prudent. Kata poliik juga berasal dari bahasa latin politicus atau bahasa
Yunani (Greek) politicus yang berarti refating to a citizen. 1

Kemudian kata politik tersebut di atas, diserap ke dalam bahasa Indonesia
menjadi antara lain :

1. Menurut W.J.S. Poerwadarminto, yaitu :
Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai
pemerintah suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan
dan juga nama bagi sebuah disiplin imu pengetahuan yaitu ilmu politik.13

2. Menurut Daliar Noer, yaitu segala aklivitas atau sikap yang berhubungan dengan
kekuasaan untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan
suatu macam bentuk susunan masyarakat.14

3. Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dafam suatu
sistem politk negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari
sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.1s

Menurut Daliar Noer, bahwa hakekat politik adalah perilaku manusia, baik
berupa akfivitas ataupun sikap,. yang bertujuan mempengaruhi ataupun
mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan yang
berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik. Meskipun demikian harus diakui bahwa
kekuasaan itu tidak dapat dipisahkan dar politik, justru pofitik itu memerlukan
kekuasaan agar sebuah kebijakan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.!6

Baik definisi polifik yang dikemukakan oleh Daliar Noer maupun Miriam
Budiardjo, kedua-duanya melihat politik sebagai kegiatan, hanya saja perbedaan yang
terkandung di dalam kedua definisi tersebut di atas, adalah adanya gagasan sistem
politik yang terdapat pada definisi Miriam Budiardjo yang tidak dapat diketemukan
secara eksplisit pada definisi Daliar Noer dan lainnya. Dengan pengertian sistem
politk sebagai hubungan manusia yang mencakup bentuk-bentuk pengawasan,
pengaruh, kekuasaan atau otoritas secara luas, maka pengertian politk tidak lagi
terbatas pada negara, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk persekutuan lainnya,
seperti perkumpulan sosial, usaha, dagang, organisasi buruh, organisasi keagamaan,
kesukuan, dan sebagainya.

Di dalam definisi yang dikemukakan oleh Daliar Noer, kata negara atau
sistem politik, tidak diketemukan, melainkan yang ada adalah kata benfuk susunan
. Mmasyarakal. Yang dimaksud dengan ungkapan tersebut tidak dijelaskan secara

2" Hassan Shadili '
W.1.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1983),
Hlm. 763

Daliar Noer, Pemikiran Politik di Negara Barat, (Jakarta : Rajawali, 1982), Hlm. 11-12
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar fimu Politik, (Jakarta : Gramedia, 1982), Him. 8

6 _Da]larNoer op.cit., Hlm 12
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eksplisit, akan tetapi dri keterangan-keterangan yang mendahului dan mengiringi
definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut
berkenaan dengan penguasaan sifat dan strukiur masyarakat yang dikehendaki.
Dalam kaitan ini Daliar Noer menunjukkan fakta sejarah perkembangan kegiatan
politik yang terjadi sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan
zaman pemerintahan orde baru masa kini dan juga terjadi di negara-negara lain,
seperti Cina, Rusia dan sebagainya dari kenyataan sejarah tersebut, terlihat adanya
usaha-usaha masyarakat dar golongan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah
dan segolongan lainnya berusaha mempertahankannya. Hal ini sebagaimana
dikatakan bahwa pada zaman penjajahan Belanda, usaha itu dilakukan oleh tokoh-
tokoh bangsa Indonesia melalui organisasi politk yang ada, tetapi selelah
kemerdekaan Republik Indonesia tercapai, kekuasaan-kekuasaan politk yang
berpengaruh tidak hanya partai-partai politik, tetapi juga angkatan bersenjata. Bahkan
pada masa pemerintah orde baru, dengan asas dwifungsi ABRI, mereka memasuki
hampir semua sektor kehidupan politik untuk mendapatkan kekuasaan.¥ Mereka
yang berhasil menduduki jabatan tertentu, mereka mengatur masyarakat dengan nilai-
nilai pandangan hidup mereka.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa politik, merupakan
akfivitas yang meliputi sikap dan perilaku manusia yang berhubungan dengan
kekuasaan dalam suatu sistem yang beriaku di suatu negara untuk mempengaruhi
atau mempertahankan suatu bentuk masyarakat yang dilakukan dengan kekuasaan.
Kekuasaan disini berkonotasi pada kepemimpinan formal, yang berarfi sekalipun
kekuasaan itu bukan hakekat politk, tetapi harus diakui bahwa kekuasaan itu tidak
dapat dipisahkan dari politik, justru politik itu memerlukan kekuasaan agar sebuah
kebijakan dapt berjalan dalam kehidupan masyaraka.

Prinsip-prinsip Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat dan
Bernegara

Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem politik
dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan lain sebagainya. Hal ini
sebagaimana dikatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap di dalam
ajarannya, antara lain terdapat sistem ketatanegara dan politik cleh karenanya dalam
beragama umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan yang
[slam. 8

Sayyid Qutub, penulis tafsir Fi Zilalif-Quran, berpendapat bahwa Islam adalah
agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak

7 Abd. Muin Salim, op.cit., Hlm. 39-40
'* Munawir Syadzali, Jslam dan Tata Negara, syarah dan pemikiran, (Jakarta : Ul Press,
1999), Hlm. 117
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saja meliputi tuntutan moral dan dan keibadatan tetapi juga sistem polifik termasuk
bentuk dan ciri-cirinya, sistem masyarakat, sistem ekonomi, dan lain sebagainya.1?

Oleh karena itu Islam adalah agama yang mempunyai kelengkapan yang
mengatur kehidupan manusia didalam segala aspeknya, maka Islam dikatakan
sebagal agama yang sempuma, Kesempurnaan itu tenfu didukung oleh seperangkat
aturan-aturan yang didalamnya menurut prinsip-prinsip yang ditetapkan baik secara
eksplisit maupun secara implisit. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu :

Prinsip Kepemimpinan

Kepemimpinan didalam Islam merupakan satu ketenfuan yang harus
dilaksanakan bagi setiap orang dalam semua kegiatan, termasuk didalamnya kegiatan
politik. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini, diantaranya hadis :
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Attinya: Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda jika ada tiga orang didalam
pefjalanan maka angkatlah menjadi pemimpin satu diantara tiga orang tersebut, lalu
kata Nafik kepada Abi Salamah,: Kamulah pemimpin kami. 20

Berkenaan dengan prinsip kepemimpinan seperti tersebut diatas, ada
beberapa kreteria yang harus dipenuhi agar kepemimpinan ity dapat berjalan dengan
baik, antara lain :

a. Seorang pemimpin hendaknya orang yang dapat dipercaya untuk menyampaikan
amanat. Amanat yang dimaksud disini adalah berkenaan dengan :

1) Tanggung jawab sebagai seorang pemimpin.
Hal ini sebagaimana disebutkan didalam hadis sebagai berikut :

¥ Sayyid Qutub, op.cit., Him. 1-2

 Abu Daud Sulaiman, As-Syastani, Sunan Abi Daud, (Bairut : Dar-Al Fikr, 1994), Jilid 11,
Him. 381 _ )
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Artinya : Dari Abdillah ibn Umar Ra, bahwa Rassuliah bersabda : Ingatiah
bahwa kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan diminta
pertanggung jawaban dari rakyatnya. Seorang penguasa adalah pemimpin
dan ia akan diminta pertanggung jawaban dari rakyatnya.2!

2) Pengemban amanat, terutama yang berkenaan dengan prinsip menegakkan
keadilan. Sebagai seorang pemimpin hendakiah orang yang dapat
menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini sebagaimana difirmakan
Allah SWT.

A o208 130 Lglal B Ul 15 0f (570 it o
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Artinya . Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat, 2

Atas dasar ayat. tersebut di atas, seorang pemimpin baik pemimpin formal
maupun nonformal, yang tidak dapat dipercaya, tidak boleh diangakat menjadi
pemimpin. Sebab pemimpin yang ftidak dapat dipercaya {(yang meragukan)
cenderung untuk berbuat kerusakan. Hal ini seperti juga diungkapkan dalam
sebuah hadis berbunyi :

ol 13 80 g alde Y Lo I e alld e
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Artinya . Seorang pemimpin yang bermotif meragukan rakyat, cenderung
akan berbuat kerusakan kepada mereka.23

2 fbid, Jilid 111, Him. 60
2 Q.8.An-Nisa (4): 58
B Ibid, Jilid IV, Him. 295 e o
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Tentang apa yang dimaksud amanat pada ayat tersebut diatas, tidak disepakati
ulama. Dalam kata lain terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Perbedaan itu terjfadi baik pada pengertiannya maupun pada sasaran khitab ayat
tersebut. 1bnu Jarir seorang mufasir mengemukakan pendapatnya bahwa ayat itu
ditujukan kepada para pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat
Islam, seperti pembagian harta rampasan dan penyelesaian perkara rakyat yang
diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil. 4

Muhammad Abduh, mengaitkan amanat di sini dengan pengetahuan yang berarti
tanggung jawab mengakui dan mengembangkan kebenaran. Sedangkan Al-
Maragi, membedakan amanat dalam tiga klasifikasi, yaitu tanggung jawab
manusia kepada Tuhan, tanggung jawab manusia kepada sesamanya dan
tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri. Tantawi Jauhari mengaitkan
makna amanat itu mencakup segala yang dipercayakan orang berupa perkataan,
perbuatan, harta dan pengetahuan atau nikmat yang ada pada manusia baik yang
berguna untuk dirinya maupun untuk orang lain. 2

Uraian di atas, menunjukan adanya perbedaan pendapat tentang konsep amanat
di kalangan para Ulama, karena perbedaan pendekatan. At-Tabari, memandang
ayat tersebut di atas ditujukan kepad para wali atau pemimpin pemerintahan.

At-Tabari mengartikan konsep amanat disini bersifat legalitis sehingga amanat itu
mencakup hak-hak sipil. Sedang Muhammad Abduh, menggunakan pendekatan
sosio—kultural, dimana konsep amanat di dalam ayat di atas tidak terlepas dari
kenyataan sejarah ahli kitab yang menghianati kebenaran sifat-sifat Nabi
Muhammad SAW dengan melalui kitab suci mereka.

. Seorang pemimpin, hendaklah bukan orang yang meminta-minta jabatan.

Seorang pemimpin yang meminta-minta jabatan, itu cenderung untuk berbuat
tidak baik. Hal ini disabdakan Rasullulah SAW :

ooy e B Lo Bl Sy JB B3 o o ) Lo e
or Ldaet OF 2L B LY Sl Y S o o) s
cosl Blaw o elgnbel Oy Slai ) b Sy dlas

Aele

2 Abu Ja'far Ibn Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, Jami al-Bayan ta’wil ayati ai-Qur’an,

{Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1954), Jilid V, Hlm, 145

*  Abd. Munir Salim, op.cit., Hlm. 198-199
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Artinya : Dari Abdirahman Ibn Samurah berkata bahwa Rasullah bersabda :
Wahai Abdurahman! Janganfah kamu diberinya lantaran kamu memintanya,
maka kamu akan menanggung segala resiko yang dibebankan hanya pada
diri kamu. Sedangkan jika kamu diberi jabatan tidak lantaran meinta-minta
maka kamu akan dibantu dalam menunaikan tanggung jawabnya. %8

Prinsip Musyawarah

Esensi musyawarah adalah pemberian kesempatan kepada anggota
masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam
pembuatan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum atupun
kebijakan politik. Hal ini dipahami dari ungkapan yang mempergunakan kata syaawi,
bentuk imperatif syaawara yang berimplikasi agar pemimpin masyarakat meminta
pendapat dari mereka yang mempunyai kepentingan pada masalah yang dihadapi.

Banyak ayat-ayat yang menyuruh kepada pemimpin agar di dalam
menyelesaikan segala persoalan ditempuh dengan musyawarah, walupun perintah
bermusyawarah itu ditampilkan dalam kalimat yang berbeda-beda, seperti memakai
Syaawir, syura, fasyawur dan sebagainya.

K & Sy p—"’ftj W) \yub r.g_njl | galomezon C)‘-"U‘J
O gady (a3,
Artinya : Dan orang-orang memperkenakan seruan Tuhan mereka dan menegakkan

salal, dan urusan mereka dimusyawarakan diantara mereka, dan membelanjakan
sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka.??

Di dalam ayat fain Allah berfirman :
oo iy A Bde b Sy b e A e ae) L
JS 58 coaze 3B W (3 omyslhy b jiiculy pgie Casl S g
SIS A B ol e

Artinya : Mereka dengan sebab rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut kepada
mereka dan kiranya engkau kasar, dan berhali kasar niscaya mereka menjauhkan diri

26 Abn. Daud, op.cit., Jilid IT1, Him. 60
7 QS.As- -Syura (42) 38
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dari sekeliingmu. Maka maafkanlah mereka dan mintafah ampunan untuk mereka
bermusyawaralah dengan mereka di dalam urusan itu. 28

* Prinsip menegakkan hulkum.

Tugas keagamaan yang dibebankan kepada pemimpin politik adalah
menegakkan hukum Tuhan. Menegakkan hukum ini sebenarnya merupakan
karakteristik orang-orang yang beriman yang diberikekuasaan di muka bumi, termasuk
di dalam para utusan Altah. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT :

SS9 Y B AT i oy oSt b QS el W g

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepada mu dengan membawa
kebenaran, supaya kamu menggali di antara manusia dengan apa yang telah Allah
wahyukan kepada mu dan janganlah kamu menjadi penentang karena membela
orang-orang yang kianaf.2

Perintah menegakkan hukum di dalam ayat tersebut di atas yang dimaksud
adalah beriaku adil. Jika hukum itu belum dilakukan secara adil, maka berarti belum
dapat dicapai secara tegas Allah memerintahkan kepada para penegak hukum agar di
dalam setiap menetapkan hukum itu berlaku adil sebagaimana difirmankan :

OF o) G e2aS 1305 Lol §) LY 1ya g oF (ST uly A1 o)
DAl 1S4

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil... .50

Tentang konsep keadilan Mustafa Muhammad Tahhan mengemukakan
pengertian adil dengan mengutip pengertian adil yang dikemukakan oleh sahabat
Umar Ibn Al-Khattab sebagai berikut :

;l})‘d}‘&-\.&YJJ@J\MJEJQ%JNBJJAHUU

2 Q.S.Ali- Imram (3) : 159
¥ Q.8.An-Nisa (4) : 105
i 'Q.S.An-Nisa (4) : 58
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Artinya : Adil itu tidak mengenal kasihan baik terhadap kerabat dekaf maupun kerabat
jauh tidak pula dalam keadaan kesulitan maupun dalam keadaan sulif.3!

Prinsip menegakkan kemaslahatan umum.

Di dalam politik Islam, ada ketentuan bahwa seorang pemimpin, haruslah
mengutanmakan kemaslahtan untuk kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan kaidah
Fighiyah : :

il sl S Wedia Balall axliall

Artinya: Kemasfahatan unfuk kepentingan umum harus didahulukan dari pada
kesmaslahatan untuk kepentingan pribadi.3?

Kaidah tersebut di atas sama dengan kaidah lain yang berbunyi yang artinya :
Tindakan seorang pemimpin (kebijakan) nya terhadap rakyatnya itu harus
digantungkan pada nilai-nilai kemaslahatan rakyatnya.3?

Jika dipahami prinsip-prinsip kepemimpinan dalam politik Islam, maka nampaknya
mudah dalam lisan, tetapi sangat sulit dilaksanakan, contoh : sefiap orang mudah
mengatakan bahwa kepentingan umum itu harus didahulukan dari dari kepentingan
pribadi, tetapi untuk membuktikannya, semua orang akan mengalami kesulitan.

Penutup
Dari beberapa uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Islam adalah agama yang komprehensif yang di dalamnya tidak hanya memuat
sistem kehidupan yang mengatur tentang moral dan peribadatan saja, tetapi juga
mengatur tentang sistem ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya;

2. Di dalam Islam, sistem kepemimpinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari kerasulan Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kaitan dengan masalah
politik, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Secara langsung, artinya
prinsip-prinsipnya telah ditetapkan secara eksplisit. Sedangkan tidak secara
langsung, artinya prinsip-prinsipnya telah ditetapkan secara implisit.

! Mustafa Muhammad Tahhan, ... ... ... dalam Amal Islam, (Jakarta : Robbani Press, 1997),
Cet. Ke I, Hlm. 10-

32 . Suyuthi Pulungan, Figh ... .. ......... Grafindo Persada, cit., ke II, 1995, Him. 37

-, Jon Nugjanin, Al Asybalh ............ Darul Kutub Al-Umuysh, 1993), cit, ke I, Him 124
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